PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 30 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN UNI VERSI TAS Al RLANGGA SEBAGAI
BADAN HUKUM M LI K NEGARA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa penyel enggaraan dan pel aksanaan pendi di kan tinggi ol eh
peneri ntah dan nmasyarakat harus nmanpu nenjam n kesenpat an
penyel enggar aan pendi di kan yang otonom adil, transparan, dan
akunt abel untuk peningkatan mutu akadem k serta peningkatan
efisiensi dan kenandirian manaj emen pendi di kan tinggi guna
nmenghadapi tantangan dan pel uang nasa depan;

b. bahwe otonom Perguruan Tinggi dalam arti |uas rnerupakan
prasyarat bagi Universitas A rlangga untuk nmanpu newj udkan
Vi Si dan m si uni versitas sebagai kekuat an nor al ,
i nt el ektual , serta sebagai pusat pengenbangan il mu
penget ahuan, teknol ogi dan seni untuk nenunjang terwjudnya
masyar akat nadani ;

C. bahwa Putusan Mahkamah  Agung Nonor 01/P/HUM Th 2006
nmenyat akan tidak sah dan tidak berlaku untuk unmum Peraturan
Menteri  Pendi di kan Nasional Nonor 16 Tahun 2005 tentang
Statuta Universitas Airlangga dan nenyatakan tidak nenmpunya
kekuatan hukum terhitung setelah 90 (senbilan puluh) hari
sej ak tanggal dikel uarkan (di sanpai kan);

d. bahwa undang-undang yang nengatur nengenai badan hukum
pendi di kan belum ditetapkan, nmaka pengelolaan universitas
Ai rl angga berdasarkan prinsip otonom , akuntabilitas, jam nan
nmut u, dan eval uasi yang transparan sebagai badan hukum perlu
di j am n keber| angsungannya;

e. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu nenetapkan
Uni versitas Airlangga sebagai Badan Hukum M 1ik Negar a;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi di kan
Nasi onal (Lenbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2003 Nonor
78, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4301);

3. Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);

4. Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355);

5. Undang- Undang Nonor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonmor 157,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4586);



Peraturan Penerintah Nonor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian
Uni versitas Airlangga (Lenbaran Negara Republik [|ndonesia
Tahun 1954 Nonmor 99, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 695);

Peraturan Penerintah Nonor 60 Tahun 1999 tentang Pendi di kan
Tinggi (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor
115, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesia Nonor 3859);
Peraturan Penerintah Nonor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan
Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahuh 1999 Nonor 116, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Nonor 3860);

Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun 2006 tentang Pengel ol aan
Barang MIlik Negara/ Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 2006 Nonor 20, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4609);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PENETAPAN UNI VERSI TAS Al RLANGGA
SEBAGAI BADAN HUKUM M LI K NEGARA

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan :

1.
2.
3.

o1

© oN ©

10.

Uni versitas adal ah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum
M1 ik Negara.

Menteri adalah Menteri yang nenangani urusan penerintahan
dal am bi dang pendi di kan nasi onal .

Ment eri Keuangan adal ah Menteri yang bertanggung jawab untuk
mewakili  Penerintah di  bidang keuangan yang nenpunyai
kewenangan dal am seti ap pem sahan harta kekayaan negara unt uk
di t enpat kan sebagai kekayaan awal pada Universit as.

Majelis Wali Amanat adal ah organ tertinggi Universitas yang
berfungsi nmewakili Penerintah dan nasyar akat.

Dewan Audit adal ah organ Universitas yang secara independen
nmel akukan eval uasi hasil audit internal dan eksternal atas
penyel enggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali
Amanat .

Senat Akadem k adal ah badan normatif Universitas di bidang
akadem k.

Rekt or adal ah pem npi n dal am penyel enggaraan Uni versitas.
Dekan adalah pemnpin fakultas yang nengkoordi nasi kan
pengel ol aan sunberdaya dan penjam nan nutu di Fakultas.

Dosen adal ah pendidi k profesional dan il nmwan dengan tugas
utama nentransfor masi kan, nengenbangkan, dan nenyebar| uaskan
il mu pengetahuan, teknologi, dan seni nelalui pendidikan,
penel i tian, dan pengabdi an kepada nasyar akat .

Quru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut profesor
adal ah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih
mengaj ar di |ingkungan satuan pendi di kan tingi.



11. Mahasi swa adal ah peserta didik yang terdaftar dan nengi kuti
proses pendi di kan di Universitas.

BAB | |
PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Penerintah ini, Universitas ditetapkan
sebagai Badan Hukum MIlik Negara yang mnenyel enggarakan
pendi di kan ti nggi .

(2) Badan Hukum M 1ik Negara sebagai mana di naksud pada ayat (1),
berprinsip nirlaba dan dapat nengel ola dana secara nandiri
unt uk nmemaj ukan Uni versitas.

BAB |11
ANGGARAN DASAR

Bagi an Kesatu
Jati Diri
Pasal 3
Nama Uni versitas adal ah Universitas Airlangga yang didirikan pada

tanggal 10 Novenber 1954 berdasar kan Peraturan Penerintah Nonor 57
Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga.

Pasal 4
Uni versitas nerupakan perguruan tinggi yang mandiri, inovatif,
terkenuka di ti ngkat nasi onal dan internasional, pel opor
pengenbangan il mu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni
ber dasar kan noral agana.

Pasal 5
Universitas nemliki |anbang, bendera, cap, hime, dan busana

akadem k sebagai atribut jatidiri, yang bentuk dan penggunaannya
di t et apkan dal am anggar an runah tangga.

Bagi an Kedua
Asas, Ruang Li ngkup, dan Tuj uan

Pasal 6

(1) Universitas disel enggarakan berdasarkan asas kenmandirian dan
noralitas.

(2) Kemandirian nerupakan dasar pengel ol aan Universitas secara
ot onom guna nmewuj udkan tuj uan Universitas.

(3) Mralitas mnmerupakan pendorong untuk mewuj udkan Universitas
sebagai kekuatan noral dan intelektual, guna terwjudnya
masyar akat nadani .

Pasal 7



(1) Universitas nenyel enggarakan pendidi kan, penelitian, dan
pengabdi an kepada nasyarakat untuk mengenbangkan keil nuan,
t eknol ogi dan seni, sebagai upaya penberdayaan masyarakat dan
penberi an | ayanan umum

(2) Penyel enggaraan pendidi kan di Universitas berdasarkan atas
prinsip pendi di kan seunur hi dup dengan paradi gma penbel aj ar an
ber kel anj ut an.

(3) Universitas nmenpunyai tugas utana nenyel enggar akan pendi di kan
tinggi dan nmenpunyai fungsi neni ngkatkan kualitas hidup dan

I i ngkungan.
Pasal 8

Uni versitas bertujuan unt uk

a. menghasi | kan | ul usan yang ber kual i t as yang manpu
mengenbangkan il mu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan
seni, berdasarkan noral agama, serta nmanpu bersaing di
ti ngkat nasi onal dan internasional;

b. nmenghasi | kan penelitian inovatif yang nendorong pengenbangan
ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam
I i ngkup nasi onal dan internasional;

C. menghasi | kan pengabdi an dan penberdayaan masyarakat secara

inovatif agar masyarakat manpu nenyel esai kan nasal ah secara
mandi ri dan ber kel anj ut an;

d. mewuj udkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif
terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan penbangunan, baik
secara nasional dan internasional

e. meni ngkat kan kualitas nmanaj eman penbel aj ar an secara
ber kesi nanbungan untuk nencapai keunggul an dal am per sai ngan
dan kerjasama nasi onal dan i nternasional

f. menj adi kekuatan noral dan intelektual dalam nenbangun
masyar akat nadani | ndonesi a.

Bagi an Keti ga
Kedudukan dan jangka Waktu

Pasal 9
Uni versitas nmenpunyai tenpat kedudukan di Surabaya.
Pasal 10

Uni versitas sebagai badan hukum mlik negara didirikan untuk
j angka waktu yang tidak ditentukan.

Bagi an Keenpat
Kekayaan dan Pendanaan

Pasal 11
(1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang

di pi sahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
berupa  seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

Uni versitas, kecuali tanah

Ni | ai kekayan awal Uni versitas sebagai mana di naksud pada ayat

(1) setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilali dan

Inventaris Barang MIik Negara Pada Universitas Airlangga

adal ah sebagai beri kut :

1. bangunan sejum ah 43 (enpat puluh tiga) unit, seluas
151.865,58 n2 (seratus lima puluh satu ribu del apan
ratus enam puluh lima koma |ima puluh delapan neter
persegi), seni | ai Rp. 252. 964. 541. 410, 00 (duar at us
[ i mapul uh dua mlyar senbilan ratus enam pul uh enpat
juta lim ratus enpat puluh satu ribu enpat ratus
sepul uh rupi ah);

2. al at angkutan kendaraan bernotor sejum ah 134 (seratu's
tiga puluh enpat) wunit, senilai Rp.7.073.466.500,00
(Tujuh mlyar tujuh puluh tiga juta enpat ratus enam
pul uh enamribu Iima ratus rupiah);

3. peral atan kantor, nmesin, peralatan |aboratorium dan
aset tetap lainnya sejuniah 482.465 (enpat ratus
del apan puluh dua ribu enpat ratus enam puluh 1inma)

unit, senilai Rp.58.661.000.792,00 (Lima puluh del apan
mlyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus
senbi | an pul uh dua rupi ah).
Kekayaan awal Universitas selain berasal dari kekayaan Negara
sebagai mana di maksud pada ayat (1), berasal dari perol ehan
| ai nnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
per undang- undangan.
Semua kekayaan dalam segala bentuk termasuk kekayaan
intel ektual, fasilitas dan benda di luar tanah tercatat sah
sebagai hak mlik Universitas.
Kekayaan Universitas sebagai nana di naksud pada ayat (1) dan
ayat (3) pengel ol aannya dil aksanakan ol eh Universitas untuk
penyel enggar aan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 12

Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana di naksud dal am
Pasal 11 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kepentingan Universitas dengan Kketentuan tidak dapat
di pi ndaht angankan.

Uni verstitas dapat nenmanfaat kan kekayaan Negara sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu nendapat
persetujuan Menteri Keuangan.

Hasi| pemanfaatan kekayaan Negara sebagai mana di maksud pada
ayat (2) nmenjadi pendapatan Universitas dan dipergunakan
unt uk penyel enggaraan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 13

Pendanaan unt uk penyel enggar aan, pengel ol aan dan pengenbangan
Uni versitas berasal dari :

Peneri nt ah pusat/ daer ah;

Masyar akat ;

Usaha dan tabungan Uni versitas;

Pi hak | uar negeri;

aooo



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

e. Sunber penerinmaan | ai nnya yang sah.
Ketentuan |ebih |anjut nengenai pendanaan sebagai nana
di maksud pada ayat (1) diatur dal am Anggaran Rumah Tangga.

Bagi an Kel i ma
Or gani sasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Organi sasi Universitas terdiri atas :

a. organ Uni versitas

b. unsur pel aksana Uni versitas;

C. unsur penunj ang Uni versitas;

d. satuan organisasi lain yang ditetapkan berdasarkan

kebut uhan Uni versit as.
Organ Universitas terdiri atas :
a. Maj elis Wali Amanat;
b. Dewan Audit;
C. Senat Akadem k;

d. Pi npi nan Uni versit as.

Unsur pel aksana Universitas terdiri atas :
a. Badan Perencanaan dan Pengenbangan;
b. Sat uan Pengawas | ntern

C. Pusat Penj am nan Mit u;

d. Fakul t as
Unsur penunjang Universitas terdiri atas :

a. D rektorat;
b. Per pust akaan;
C. Lenbaga.

Par agraf 2
Maj el is Wali Anmanat

Pasal 15

Majelis Wali Amanat beranggotakan 21 (dua pul uh satu) orang
yang terdiri atas :

a. Menteri atau yang newakili;

b Rekt or;

c Unsur Senat Akadem k;

d. Unsur Dosen

e Unsur Tenaga Kependi di kan;

f. Unsur nasyar akat .

Anggota Mjelis Wali Amanat yang newakili Menteri dipilih
ol eh Menteri.

Anggota Majelis Wali Amanat yang newakili Senat Akadem Kk,
di usul kan ol eh Senat Akadem k.

Anggota Mjelis Wali Amanat yang newakili unsur Dosen,

di usul kan ol eh Senat Akademi k.
Jum ah anggota Majelis Wali Amanat yang newakili unsur



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

masyar akat | ebi h besar dari unsur nonmasyar akat .

Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili wunsur masyarakat
di usul kan ol eh senat Akadem k, berdasarkan kriteria kom tnen

kemanpuan, integritas, visi, wawasan, dan mnat terhadap
per guruan tinggi.

Anggota Mjelis Wali Amanat yang nmewakili unsur tenaga

kependi di kan di usul kan ol eh pi npi nan Uni versitas.

Anggota Majelis Wali Amanat sebagai mana di maksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diangkat dan
di ber henti kan ol eh Menteri atas usul Senat Akadem k.

Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk masa jabatan 5
(l'ima) tahun dan dapat diangkat kenbali untuk 1 (satu) kali
masa | abat an beri kut nya.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai persyaratan, susunan, dan
tatacara pengusul an anggota Majelis Wali Amanat sebagai nana
di maksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7)
di at ur dal am Anggaran Runmah Tangga.

Pasal 16

Majelis Wali Amanat dipinpin ol eh seorang Ketua dan seorang
Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Mjelis Wali
Amanat .

Rektor tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris
Maj elis Wali Amanat.

Masa | abatan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat adal ah
5 (lima) tahun dan dapat dipilih kenbali untuk 1 (satu) kal
masa | abat an beri kut nya.

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat sebagai mana di maksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri

Ketentuan | ebih |anjut nengenai tatacara pemlihan Ketua dan
Sekretaris Majelis Wali Amanat sebagai nana di naksud pada ayat
(1) diatur dal am Anggaran Rurmah Tangga.

Pasal 17

Maj el is Wali Amanat bertugas :

a. menet apkan kebi j akan urmum at as penyel enggar aan
Uni versi t as;

b. menyusun dan nenetapkan Anggaran Rumah Tangga beserta
per ubahannya;

C. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan
anggar an t ahunan;

d. menugasi Senat Akadem k untuk nelakukan sel eksi calon
Rekt or

e. mem | i h, mengangkat dan nenber henti kan Rekt or

f mengangkat dan nenberhenti kan Ketua, Sekretaris, dan
Anggot a Dewan Audit;

g. mengesahkan keanggot aan dan pi npi nan Senat Akadem k

h. nmel aksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas

pengel ol aan Uni versit as;

i mel akukan eval uasi tahunan atas ki nerja Universitas;

J . nmengeval uasi | aporan pertanggungj awaban Rektor, Senat
Akadem k, dan Dewan Audit;



(2)

(3)
(4)

K. mengusahakan penenuhan kebut uhan penbi ayaan Universitas
sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

l. nmenyel esai kan persoalan Universitas, termasuk masal ah
keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ
Uni versitas | ain sesuai kewenangan masi ng- masi ng.

Dal am nel aksanakan tugas penmlihan Rektor sebagai mana

di maksud pada ayat (1) huruf e, Anggota Majelis Vali Amanat

dari unsur Menteri memliki hak suara 35 (tiga puluh |inmg)

persen, dan Anggota Majelis Wali Amanat |ainnya nemliki hak

suara 65 (enam pul uh |im) persen

Majelis WVali Amanat dapat nenugaskan Senat Akadem k untuk

nmel akukan sel eksi cal on Rektor.

Ket entuan | ebi h | anjut nmengenai pel aksanaan tugas sebagai mana

di maksud pada ayat (1) diatur dal am Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Ketua dan Sekretaris Mjelis Wall Amanat dilarang nerangkap
j abat an sebaga

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

pi npi nan struktural atau pejabat struktural pada perguruan
tinggi;

pej abat struktural pada instansi dan/atau |enbaga Penerintah
dan/ at au peneri ntah daerah;

pej abat | ainnya yang dapat meni nbul kan perentang kepentingan
dengan Uni versitas.

Par agraf 3
Dewan Audit

Pasal 19

Dewan Audit merupakan organ Universitas yang bertindak untuk
dan atas nama Majelis Wali Amanat nel akukan eval uasi non
akadem k secara i ndependen atas penyel enggaraan Universitas
Susunan keanggot aan Dewan Audit terdiri atas Ketua nerangkap
anggota, Sekretaris nerangkap anggota, dan 3 (tiga) orang
anggot a.

Ketua dan Sekretaris sebagai nana dimaksud pada ayat (2)
dipilih dari dan ol eh anggota Dewan Audit.

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Audit diangkat dan
di berhenti kan oleh Mejelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat dipilih kenbali untuk 1 (satu) kali
masa Jabat an beri kut nya.

Ket entuan | ebi h | anjut mangenai syarat dan tatacara penilihan
sebagai mana di maksud pada ayat (2) den ayat (3) diatur dal am
Anggar an Rumah Tangga.

Pasal 20
Dewan Audit bertugas :
a. menet apkan kebijakan audit internal dan eksternal atas
Uni ver si tas dal am bi dang non akadem k;
b. nmengeval uasi hasil audit internal dan eksternal atas

Uni versi t as;



(2)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(1)

C. menganbi | kesinpulan atas hasil audit internal dan
eksternal atas Universitas;

d. mengaj ukan pertinbangan dan saran di bi dang non
akadem k kepada Majelis Wali Amanat.
Dewan Audit dapat nenugaskan auditor independen untuk

mel aksanakan audit internal dan/atau eksternal atas beban
penbi ayaan Uni versitas.

Par agraf 4
Senat Akadem k

Pasal 21

Senat Akadem k terdiri atas Rektor, Wkil Rektor, Dekan,
perwaki | an dari Profesor, dan perwakilan dari Dosen bukan
Prof esor, dengan nmasa jabatan 5 (linma) tahun.

Pinpinan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris
yang dipilih dari dan ol eh anggota Senat Akadem K.

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akadem k diangkat dan
di berhenti kan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat dipilih kenbali untuk 1 (satu) kali
masa | abat an beri kut nya.

Rektor, Wakil Rektor dan Dekan tidak dapat dipilih sebaga
Ketua atau Sekretaris Senat Akadem k.

Konposi si jum ah anggota Senat Akadem k berdasarkan pem | i han
| ebi h besar dari pada jum ah anggota karena j abat an.

Ket entuan | ebi h | anjut mengenai syarat dan tatacara pem i han
sebagai mana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)
di at ur dal am Anggaran Runah Tangga,

Pasal 22

Senat Akadem k bertugas :

a. merunuskan norma dan etika akadem k serta nengawasi
pener apannya,;

b. menberi rekonendasi tantang penberian sanksi kapada
pel aku pelanggaran norma dan etika akadem k Kkepada
Rekt or .

C. menet apkan kebi jakan tantang kebebasan akadem Kk,

kebebasan m nbar akadem k, dan otonom kel i nuan;

d. menberi kan nesukan kepada Majelis Wali Amanat tentang
peni | ai an ki nerja Rekt or dal am penyel enggar aan
kebi j akan akadem k;

e. menberi kan pertinbangan kepada Mjelis Wali Anmanat
tentang rencana strategis, rencana kerja dan anggaran

t ahunan;

f. nmenet apkan anggota Mijelis Wali Amanat yang newakili
Senat Akadem k dan Wakil rmasyar akat ;

g. nmenet apkan kebijakan jabatan akadem k dan nmengukuhkan
Quru Besar;

h. mer unuskan Kkebijakan penelitian dan pengabdi an kepada

masyar akat dan nengawasi pel aksanaannya;
i mer unuskan kebijakan penberian atau pencabutan gelar
dan penghar gaan akadem k



(2)
(3)
(4)
(5)

p—
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(1)

(2)

(3)

(1)

Senat Akadem k wajib nenyel enggarakan sidang pleno paling
sedikit 1 (satu) kali dalam satu senester

Senat Akadem k dapat nenbentuk kom si atau panitia untuk
menbant u kel ancar an tugasnya.

Senat Akadem k waji b nel aporkan pel aksanaan tugasnya kepada
Maj elis Wali Amanat setiap akhir tahun akadem k.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai tugas Senat Akadem k
sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur dal am Angaran Rumah
Tangga.

Paragraf 5
Pi npi nan Uni versitas

Pasal 23

Rekt or mem npin  penyel enggaraan pendi di kan tinggi di
Uni versitas, dengan di bantu ol en Wakil Rektor.

Rekt or bertangung jawab kepada Majelis Wali Anmanat.

Waki | Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Ket entuan | ebi h | anjut mengenai hal sebagai nana di naksud pada
ayat (1), ayat (2) dan (3) diatur dalam Anggaran Runah
Tangga.

Pasal 24

Rekt or dan Wakil Rektor harus nenpunyai integritas kenmanpuan
akadem k, kepem npi na,n dan nmanaj enen, kew rausahaan serta
kom t men dan konsi sten pada tugasnya.

Rekt or dan Wakil Rektor dilarang nmerangkap j abatan sebagai

a. pi npi nan atau pej abat struktural pada perguruan tinggi;

b. pej abat  struktural pada i nstansi dan/atau | enbaga
Penerintah dan/atau penerintah daerah;

C. pej abat |ainnya yang dapat nmeninblilkan pertentangan

kepent ngan dengan Uni versitas.
Ket entuan | ebi h | anjut mengenai hal sebagai mana di naksud pada
ayat (1) diatur dal am Anggaran Runah Tangga.

Pasal 25

Rektor dipilih, diangkat, dan di berhenti kan oleh Majelis Wall
Amanat .

Rekt or nengangkat dan nenber henti kan Waki | Rekt or

Masa | abatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lina) tahun
dan dapat dipilih kenbali untuk 1 (satu) kali nasa jabatan
beri kut nya.

Ket entuan | ebi h | anjut nmengenai hal sebagai nana di naksud pada
ayat (2), diatur |ebih |Ianjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Rekt or nenpunyai tugas

a. mem npi n pel aksanaan pengel ol aan pendi di kan
penelitian, dan pengabdian kepada nmasyarakat sesua
dengan visi dan msi Universitas;
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b. menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
t ahunan Uni versit as;

C. nmel akukan penbi naan terhadap dosen, tenaga kependi di kan
| ai nnya, dan nahasi swa;

d. menj al in hubungan kem traan dengan Penerintah, dunia
usaha, alumi, dan nmasyarakat pada unummya;

e. menjalin Kkerjasama i nternasional dengan penerintah

asi ng, |enbaga internasionai dan duni a usaha;

f. mengangkat dan nenberhenti kan Wakil Rektor, Dekan,
Waki | Dekan, Direktur, ketua badan, dan pinpi nhan satuan
organi sasi | ain.

g. menyer ahkan | aporan tahunan dan |aporan akhir nmasa
j abatan kepada Majelis Wali Amanat tentang pengel ol aan
Uni versi t as;

h. bersama Majelis Wali Amanat nenyusun |aporan tahunan
Uni versitas yang di sanpai kan kepada Menteri;

i nmenet apkan jabatan karier, serta nmengangkat dan
menber henti kan Dosen, dan tenaga kependi di kan | ai nnya;

J . nmenet apkan peneri maan dan penber henti an nahasi swa;

K. menet apkan dan nencabut gelar akadem k yang diberikan
ol eh Uni versitas.

Rekt or dapat nenbentuk forum atau satuan organisasi lain

unt uk nenbantu kel ancaran tugasnya.

Rektor wajib nenyel enggarakan rapat pleno pinpinan yang
dihadiri oleh Wkil Rektor, Dekan, dan Pinpinan |ainnya
m ni mal sekali setiap senester.

Ketentuan |ebih |anjut nengenai tugas Rektor sebagai mana
di maksud pada ayat (1) diatur dal am Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27
Rekt or mewakili Universitas di dalam dan di |uar pengadil an
unt uk kepenti ngan Uni versitas.
Rektor tidak berhak newakili Universitas, jika
a. terjadi perkara di pengadilan maupun di |uar pengadil an
antara Universitas dengan Rektor;
b. menpunyai kepent i ngan yang bert ent angan dengan

kepenti ngan Uni versitas.
Dal am hal terjadi keadaan sebagai mana di naksud pada ayat (2)
Maj el i s Val | Amanat berti ndak mewaki | i kepent i ngan
Uni versitas.

Par agraf 6
Sat uan Usaha Konersi al

Pasal 28

Sat uan Usaha Konersial nmerupakan satuan usaha yang didirikan
ol eh Uni versitas dal am rangka menunj ang pendanaan
Uni versi tas.

Sat uan Usaha Konersial dibentuk ol eh Rektor setel ah nendapat
persetujuan Majelis Wali Ananat.

Sat uan Usaha Konersial nenbentuk Badan Hukum usaha konersia
yang terpisah darl Universitas.
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Pengel ol aan Sat uan Usaha Konersial dilakukan secara terpisah
dan tidak nengganggu kegi at an akadem k Uni versit as.

Pi npi nan Sat uan Usaha Konersial diangkat dan diberhentikan
ol eh Rektor.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai Satuan Usaha Konersia
sebagai mana di maksud pada ayat (2), ayat (3), den ayat (4)
di at ur dal am Anggaran Runmah Tangga.

Par agraf 7
Badan Perencanaan Dan Pengenbangan

Pasal 29

Badan Perencanaan dan Pengenbangan nerupakan unsur pel aksana
Uni versitas yang nmenbant u pi npi nan Uni versitas dal am nenyusun
rencana dan tata |aksana pengenbangan Universitas jangka
panj ang, jangka nmenengah dan jangka pendek serta nengeval uasi
program Uni versitas

Badan parencanaan dan Pengenbangan nenpunyai tugas :

a. nmenyusun rencana dan tata |aksana penganbangan
Uni versitas jangka panj ang;

b. nmenyusun rencana dan tata |aksana pengenbangan
Uni versitas jangka nenengah;

C. nmenyusun rencana dan tata |aksana pengenbangan
Uni versitas jangka pendek;

d. mengeval uasi program Uni versitas; dan

e menyanpai kan | apor an pel aksanaan tugasnya kepada
Rekt or,

Badan Perencanaan dan Pengenbangan dipinpin oleh seorang
Ket ua dan seorang Sekretaris,

Ketua dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengenbangan
di angkat dan di ber henti kan ol eh Rektor,

Ketua Badan Perencanaan dan Pengenbangan bertanggung jawab
kepada Rekt or

Pasal 30

Par agraf 8
Sat uan Pengawas | ntern

Sat uan Pengawas | ntern nerupakan unsur pel aksana Universitas
yang nenbantu pi npi nan Uni versitas dal am nel akukan pengawasan
dan audit keuangan dan manaj enmen pada seluruh unit Kkerja
Uni versi tas.

Sat uan Pengawas | ntern nenpunyai tugas :

a. nmel akukan pengawasan keuangan dan nanaj enen pada
seluruh unit kerja Universitas;

b. mel akukan audit keuangan pada seluruh unit kerja
Uni versi t as;

C. mel akukan audit manajenen pada seluruh wunit Kkerja
Uni versi t as;

d. menyanpai kan hasil audit keuangan dan manaj enen kepada
Rekt or .

Sat uan Pengawas | ntern dipinpin ol eh seorang Ket ua,
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Ket ua Satuan Pengawas |ntern di angkat dan di berhenti kan ol eh
Rekt or,
Ket ua Satuan Pengawas | ntern bertanggung jawab kepada Rektor,

Par agraf 9
Pusat Penj am nan Mitu

Pasal 31

Pusat Penjam nan Mitu nerupakan unsur pel aksana Universitas
yang nenbantu pi npi nan Uni versitas del am nel akukan penj am nan
nmut u akadem k

Pusat Penjam nan Miutu nenpunyai tugas :

a. mer unuskan kebi j akan penj am nan nut u;
b. nmengendal i kan dan nmemant au penj am nan mnut u; dan
C. menyanpai kan hasi| penjam nan nutu kepada Rekt or

Pusat Penj am nan Mutu di pi npi n ol eh seorang Ketua

Ketua Pusat Penjam nan Mitu di angkat dan di berhenti kan ol eh
Rekt or .

Ket ua Pusat Penjam nan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor

Par agraf 10
Unsur Pel aksana Akadem k

Pasal 32

Fakul tas nmerupakan unsur pelaksana pendidi kan akadem Kk,
pr of esi , dan/ at au vokasi di Uni versitas yang
mengkoor di nasi kan dan nel aksanakan kegi atan akadem k dal am
satu atau beberapa disiplin ilnu pengetahuan, teknologi, dan
seni .

Fakul t as nenpunyai tugas :

a. nmenyel enggar akan pendi di kan, penelitian dan pengabdi an
kepada nmasyar akat ;

b. menyel enggar akan penbi naan dosen, tenaga kependi di kan
| ai nnya, dan nahasi swa;

C. menyanpai kan hasi| pel aksanaan tugas kepada Rekt or

Penbent ukan, penggabungan dan penbubaran Fakultas dil akukan
ol eh Rektor setel ah nendapat pertinbangan Senat Akadem k dan
persetujuan Majelis Wali Amanat.

Organi sasi Fakultas terdiri atas :

a. Pi npi nan Fakul t as adal ah Dekan dan Waki | Dekan;

b. Badan Perti nbangan Fakul t as;

C. Depart enen; dan

d. unit kerja pendukungnya.

Dekan dan Waki|l Dekan di angkat dan di berhenti kan ol eh Rekt or.
Dekan bertanggung j awab kepada Rekt or

Waki | Dekan bertanggung j awab kepada Dekan

Masa j abat an Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lina) tahun dan
dapat dipilih kenbali wuntuk 1 (satu) kali nmasa jabatan
beri kut nya.

Ket entuan | ebi h | anjut mengenai Fakultas sebagai nana di naksud
pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Anggaran Rumah
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Tangga.
Pasal 33

Badan Pertinbangan Fakultas nmerupakan unsur Fakultas yang
menpunyai tugas nerumnmuskan pel aksanaan kebijakan akadem k
Uni versi tas.

Keanggot aan Badan Pertinbangan Fakultas terdiri atas Dekan,
Waki | Dekan, Ketua Departenen, Profesor, dan perwakilan dari
Dosen bukan Prof esor

Pi npi nan Badan Pertinbangan Fakultas terdiri atas seorang
Ket ua dan seorang Sekretaris.

Ketua dan Sekretaris Badan perti nbangan Fakultas dipilih dari
dan ol eh anggota Badan Perti nbangan Fakultas.

Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Departenen tidak dapat dipilih
sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Perti bangan Fakult as.

Masa jabatan anggota Badan Pertinbangan Fakultas dari
perwaki | an dosen bukan Profesor adalah 5 (linma) tahun dan
dapat dipilih kenbali untuk 1 (satu) nasa jabatan beri kut nya.
Ketentuan |ebih |anjut nmengenai Badan Pertinbangan Fakultas
sebagai mana di maksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dal am
Anggar an Rurmah Tangga.

Paragraf 11
Di r ekt or at

Pasal 35

Di r ekt or at nmerupakan unsur  penunjang Universitas yang
menbantu pinpinan Universitas dalam nel aksanakan nanaj enen
penyel enggaraan adm nistrasi unum dan Kkegiatan akadem k
Uni versi t as.

D rekt orat nenpunyai tugas :

a. nmengel ol a senua aspek manaj enen penyel enggar aan
Uni versitas bai k secara f ungsi onal maupun
adm ni stratif;

b. menyanpai kan hasi| pengel ol aan kepada Rekt or

Direktorat dibentuk ol eh Rektor setel ah nendapat persetujuan
Maj elis Wali Amanat .

Di rekt orat di pi npi nan ol eh seorang Direktur.

Di rektur di angkat dan di berhenti kan ol eh Rektor.

Di rektur bertanggungj awab kepada Rektor.

Par agraf 12
Per pust akaan

Pasal 36

Per pust akaan nmerupakan unsur penunjang Universitas yang
menbantu pinpinan Universitas dalam nenberi kan pelayanan
kepust akaan dan i nfornasi .

Per pust akaan nmenpunyai tugas :

a. nmel akukan penyedi aan bahan pustaka dan i nfornasi;

b. nmel aksanakan pel ayanan kepustakaan dan i nfornasi;
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C. menyanpai kan hasi| pel aksanaan tugas kepada Rektor

Per pust akaan di pi npi n ol eh seorang Kepal a.

Kepal a Per pust akaan di angkat dan di berhenti kan ol eh Rekt or.
Kepal a Per pust akaan bertanggung j awab kepada Rekt or

Par agraf 13
Lenbaga

Pasal 37

Lenbaga nerupakan unsur penunjang Universitas yang nenbantu
pi npi nan Uni versitas dalam nenyel enggarakan program |intas

bi dang.

Lenbaga nenpunyai tugas :

a. nmel aksanakan program yang bersifat |intas bidang;
b. nmel aksanakan kel enmbagaan;

C. menyanpai kan hasi| pel aksanaan tugas kepada Rekt or

Lenbaga dibentuk oleh Rektor setelah nendapat persetujuan
Maj elis Wali Amanat.

Lenbaga di pi npi n ol eh seorang Ket ua.

Ket ua Lenbaga di angkat dan di ber henti kan ol eh Rektor.

Ket ua Lenbaga bertanggung j awab kepada Rektor.

Bagi an Keenam
Per encanaan, Pengel ol aan Keuangan, dan
Akunt abilitas

Paragraf 1
Per encanaan

Pasal 38

Penyel enggaraan Uni versitas di dasarkan pada Rencana Strategis
dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk tercapainya
tuj uan Univesitas.

Rencana Strategis Universitas disusun oleh Rektor dan
di sahkan oleh Majelis Wali Amanat setelah nendapat masukan
dari Senat Akadem k.

Ketentuan |ebih Jlanjut nmengenai perencanaan sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 39

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas disusun dan
di j abarkan dari Rencana Strategis ol eh Pinpinan Universitas
dan disahkan oleh Mjelis Wali Anmanat setelah nendapat
masukan dari Senat Akadem k.

Tahun anggaran Universitas berlaku nmulai tanggal 1 (satu)
Januari sanpai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desenber
pada tahun yang sana.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai rencana kerja dan anggaran
t ahunan sebagai mrana di mnaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
di at ur dal am Anggar an Runah Tangga.
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Par agraf 2
Pengel ol aan Keuangan

Pasal 40

Pengel ol aan keuangan Universitas dilakukan sesuai dengan
kebut uhan dengan menper hat i kan prinsip efi si ensi,
ef ektivitas, keterpaduan, produktivitas, otonom, transparan
dan akuntabilitas.

Pengel ol aan keuangan Uni versitas yang berasal dari penerintah
di pert anggungj awabkan ber dasar kan per at ur an
per undang- undangan.

Pengel ol aan keuangan Universitas yang tidak berasal dari
penerintah diatur |ebih | anjut dal am Anggaran Rumah Tangga.
Uni versitas nenyel enggarakan akuntansi berdasarkan Standar
Akunt ansi Keuangan.

Par agraf 3
Akuntabilitas

Pasal 41

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup,
pinpinan Universitas bersama Mjelis Wali Amanat wajib

menyanpai kan | apor an t ahunan kepada Ment eri yang
sekur ang- kur angnya nenuat
a. | aporan keuangan yang neliputi neraca, perhitungan

peneri maan dan biaya |aporan arus kas, dan |aporan
per ubahan aktiva bersi h.
b. | aporan akadem k, yang neliputi keadaan, kinerja serta
hasi | - hasi| yang tel ah di capai universitas.
Laporan keuangan sebagai mana di maksud pada ayat (1) diperiksa
ol eh pengawas fungsi onal .
Laporan keuangan tahunan dan |aporan akadem k tahunan
sebagai mana di meksud pada ayat (1) setel ah  nendapat
pengesahan dari Menteri nenjadi informasi publik.

Pasal 42

Laporan keuangan tahunan dan |aporan akadem k tahunan
di t andat angani ol eh sermua anggota pinpinan universitas dan
di sanpai kan kepada Majelis Wali Anmanat.

Dalam hal terdapat anggota pinpinan universitas tidak
menandat angani | aporan keuangan tahunan dan | aporan akadem k
t ahunan sebagai nana di naksud pada ayat (1) harus di sebutkan
al asan secara tertulis.

Pasal 43

Laporan keuangan tahunan di susun sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang ber| aku.

Bagi an Ket uj uh
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Sunber daya Manusi a
Pasal 44

Sunber daya manusia Universitas terdiri atas dosen dan tenaga
kependi di kan | ainnya yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerj a.

Sunber daya manusi a yang berkedudukan sebagai pegawai negeri
sipil diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penbi naan dan pengenbangan sunberdaya nmanusia Universitas
di | akukan ol eh Rektor.

Ket ent uan | ebi h | anj ut nmengenai sunber daya manusi a
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dal am
Anggar an Rumah Tangga.

Bagi an Kedel apan
Mahasi swa dan Al umi

Paragraf 1
Mahasi swa

Pasal 45

Mahasi swa mnerupakan anggota nasyarakat yang nenjadi peserta
didik untuk nengenbangkan potensi diri, agar nemliKki

kemanpuan akadem k, nel al ui proses penbel aj aran dan terdaftar

unt uk nengi kuti proses pendi di kan di Universitas.

Warga Negara Asing dapat nenjadi nahasiswa Universitas
setelah  nmenenuhi persyaratan sebagai nana diatur dal am
per at uran per undangundangan.

Pasal 46

Mahasi swa ber kewaj i ban :

a.
b.

C.

d.

mengenbangkan potensi diri agar mem liki kemanpuan akadem s;

i kut nmenanggung biaya penyel enggaraan pendidi kan, kecual
bagi mahasi swa yang di bebaskan dari penbi ayaan pendi di kan;
memat uhi  senmua peraturan yang berlaku di Universitas dan
Fakul t as;

nmenel i hara dan nenjaga nama Uni versitas.

Pasal 47

Mahasi swa ber hak

a.
b.

C.

mengi kuti semua kegi atan akadem k dan penunj ang akadem k di
Uni versi t as;
menggunakan senmua sarana akadem k dan penunjang akadem k di
Uni versi t as;
menj adi anggota dan nmem npin organi sasi kemahasi swaan di
Uni versi tas.

Par agraf 2
Al umi
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Pasal 48

Alumi  Universitas nerupakan |ulusan program studi yang
di sel enggar akan Uni versitas.

Uni versitas nenjalin hubungan kekel uargaan, kerjasama dan
kem traan dengan alumi rmaupun organisasi alumi guna
menunj ang pencapai an tujuan Universitas.

Bagi an Kesenbi | an
Penghar gaan

Pasal 49

Uni versi tas dapat nenberi kan penghargaan kepada Dasen, tenaga
kependi di kan | ai nnya, mahasi swa  al umi , dan anggot a
masyar akat sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, |asa,
i novasi, dan pengabdian kepada Universitas, bangsa, dan
negar a.

Penghargaan diberikan oleh Rektor atas persetujuan Senat
Akadem k.

Ketentuan |ebih Jlanjut nmengenai penghargaan sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Bagi an Kesepul uh
Eti ka Akadem k

Pasal 50

Pedoman Eti ka Akadem k dan Aturan Berperilaku di Universitas
di t et apkan ol eh Senat Akademi K.

Eti ka Akadem k dan Aturan Berperilaku sebagai mana di maksud
pada ayat (1) wajib dil aksanakan ol eh Sivitas Akadem ka.

Pel aksanaan pedoman Etika Akadem k dan Aturan Berperil aku
di atur ol eh Rektor.

Sanksi atas pel anggaran Eti ka Akadem k dan Aturan Berperil aku
di t et apkan ol eh Rektor.

Bagi an Kesebel as
Si dang Uni versitas

Pasal 51

Si dang Uni versitas nerupakan upacara resm Universitas.
Sidang Universitas terdiri atas perierinman nahasi swa baru
wi suda, dies natalis, penganugerahan gel ar doktor kehormatan
(doctor honoris causa), penberian tanda kehormatan dan si dang
| ai n yang ditetapkan ol eh Rektor.

Ket ent uan | ebi h | anj ut nmengenai si dang Uni versitas
sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Bagi an Keduabel as
Pengawasan



Pasal 52

Pengawasan unmum atas hasil penyel enggaraan Universitas dil akukan
oleh Majelis Vli Ananat.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB |V
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 53

Dengan berl| akunya Peraturan Penerintah ini :

a. Anggota Senat Akademik Universitas yang telah ada
menj adi anggota Senat Akadem k sebagai mana di naksud
dal am Peraturan Penerintah ini sanpai dengan 7 OCktober
2009;

b. Rektor Universitas Airlangga yang telah ada, nenduduki
j abatan Rektor sebagai mana di naksud dal am Peraturan
Penerintah ini sanpai dengan 16 Juni 2010;

C. Sebel um Majelis Wali Amanat terbentuk, Senat Akadem k
bersama dengan Rektor, dan Menteri atau yang newakil
Ment eri nel aksanakan fungsi Maj el si Wali amanat.

d. Untuk pertama kali Rektor nenetapkan tata cara sel eksi
dan pem | i han pinpi nan fakultas.
e. Senat fakul t as yang tel ah ada menj adi Badan

Perti nmbangan Fakultas sebagai:mna dinaksud dal am
Perat uran Penerintah ini.
f. Badan Pertinbangan Fakultas nel engkapi keanggotaannya
dari perwakil an dosen bukan profesor sel anbat-| anbatnya
3 (tiga) bulan setelah Anggaran Rumah Tangga yang
mengat ur Badan Perti nbangan Fakul tas ditetapkan. .
Pengal i han status kepegawai an dari Pegawai Negeri Sipil ke
pegawai Universitas dil aksanakan dal am waktu paling |ama 10
(sepul uh) tahun sejak berl akunya Peraturan Penerintah ini.
Perubahan struktur organisasi Universitas Airlangga dari
status perguruan tinggi negeri nmenjadi Badan Hukum M ik
Negara paling |lama adalah 5 (linma) tahun sejak ditetapkannya
Perat uran Penerintah ini.
Universitas nelanjutkan perjanjian yang dilakukan ol eh
Universitas Airlangga sebelum nenjadi Badan Hukum Mlik
Negara dengan pihak |ain sanpai berakhirnya masa berl akunya
perjarijian.
Uni versitas nelanjutkan proses pem ndahtanganan kekayaan
negara berupa tanah yang pada saat ditetapkannya Universitas
Ai rl angga sebagai Badan Hukum M 1ik Negara sedang atau dal am
proses pel aksanaan.

BAB V
KETENTUAN LAI N

Pasal 54

Ment eri el aksanakan penbi naan terhadap Universitas sebagai bagi an



dari penbi naan perguruan tinggi pada umummya.
Pasal 55

(1) Menteri Keuangan nenyel enggarakan penatausahaan pem sahan
kekayaan negara yang ditenpatkan sebagai kekayaan awal
Uni versi tas.

(2) Menteri Keuangan sel aku wakil Penerintah nmengawasi pem sahan
kekayaan Negara yang ditenpatkan sebagai kekayaan awal
Uni versi tas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Senat Akadem k nengusul kan anggota Mjelis Wali Amanat kepada
Menteri sel anbat-|anmbatnya 9 (senbilan) bulan, terhitung sejak
penet apan Peraturan Penerintah ini.

Pasal 57

Peraturan Universitas yang tidak sesuai atau bertentangan dengan
Peraturan Penerintah ini dinyatakan tidak berl aku.

Pasal 58
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negar a Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Septenber 2006

WAKI L PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Sel aku Pel aksana Tugas
Presi den Republik I ndonesi a,
ttd.
H MJUHAMVAD JUSUF KALLA

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Septenber 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
AD | NTERI M REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
YUSRI L | HZA MAHENDRA
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